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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan
Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja pemerintah
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keualgan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun angg€rran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga
Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2023 perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceli
Utara Tahun 2023.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lrembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g7);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undaag-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OO);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Talaun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tatt:un 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang l,aporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tenlaag Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 1312);

20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang
tentang Klasi{ikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 202O tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2Ol9 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentaag
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0SO-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasilikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan
Keuangan Daerah;
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Menetapkan

26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2O18
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(l,embaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Aceh Tahun 2Ol2-2O32 (kmbaran Aceh Tahun
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);

28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Aceh Tahun 2Ol2-2O32 (Lembaran Aceh Tahun 2013
Nomor l, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);

29. Qanun Aceh Nomor I Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh nomor 137);

30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019
Nomor 23);

31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor O6 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun
2022 Nomor 6);

32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol2-2O32
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);

33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol4
Nomor 9);

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(l,embaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 2Lgl
ssfagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (l,embaran Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023 addah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk
periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 2
Ferubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengen sistems.tika sebagai
berikut :

BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi Hasil Felaksanaan RKpD Triwulan II

Tahun 2023;

}|! g KerangkaEkonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan prioritas pembanlrnan Daerah;a|! y Rencana Kerja dan knd*naan-Daerah; dan
BAB VI Penutup.

Pasal 3
Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman :

a. bagr- Satuan Kerja perangkat Kabupaten dalam menetapkan
perubahan Rencana Kerja tahun 2O23; daa

b- dslcm pearlusunan Kebijakan Llmum perubahan APBK, prioritss
dan Plafon Sementara perubahaa Tahun anggamn a02e

pasal 4
Peraturan Bupati iri mnlai berlaku pada tanggal diundangkan"
Agar setiap_orang mengetahuinya memerintahkan pengundargankraturan Bupati ini dengan penernpatannya aafam geita
Kabupa.ten Aceh Utars..
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